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LAPORAN EVALUASI ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : JANUARI 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Feradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggl Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung Rl

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut  dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur nienjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing

System (WBS) Tahun 2019 mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

Peraturan  Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

0Z/FB/MA/IX/2012, Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Ferilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009-02/SKB/P.KY/1V/2009

tentang kode etik dan Fedoman Perilaku Hakim.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) Tahun 2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat
melayani serta merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain
diluar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)
Tahun 2019 yang mengandung insformasi atau indikasi terjadinya pelanggaran
terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakin;
2. Kode etik dan Pedoman Ferilaku Panitera dan Jurusita;
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
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Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Hukum Acara;

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a.

IS

G &

Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

layanan pesan singkat/SMS;

surat elektronik (e-snail;

faksimile;

telepon;

meja Pengaduan;

surat; dan/atau

Laporan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan hasi Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)

pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tahun 2019 dilaksanakan setiap

bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Januari 2019,

No Bulan Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan
dan/atau
Tindakan yang
Dilaporkan
1 2 3 4 5

1 Januari Nihil Nihil Nihil




F. Penutup

Demikian Laporan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur bulan Januari 2019 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesual amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : Februari 2019

A, Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
mengintormasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dart lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan  sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing

System (WBS) Tahun 2019 mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

Peraturan  Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

02/PB/MA/1X/2012, Nomor : 02/FB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim,

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) Tahun 2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat
melayani serta merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain
diluar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)
Tahun 2019 yang mengandung insformasi atau indikasi terjadinya pelanggaran

terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;



4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Hukum Acara;

6. Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

e

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;
¢. surat elektronik (e-maib);

d. faksimile;

e. telepon;

f. meja Pengaduan;

g. surat; dan/atau

Laporan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan hasil Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)
pada Fengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tahun 2019 dilaksanakan setiap

bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Januari 2019.

No Bulan Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan
dan/atau
‘ Tindakan yang
| | Dilaporkan
i g 2 ' g 4 5

1 Februari Nihil Nihil Nihil




F. Penutup

Demikian Laporan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur bulan Februari 2019 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesual amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

& Februart 2019

Pengawasan,
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : Maret 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung RI atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan  sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberaniasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RIL.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing

System (WBS) Tahun 2019 mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

Peraturan  Bersama  Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

02/FPB/MA/IX/2012, Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/1V/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Ferilaku Hakim.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) Tahun 2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat
melayani serta merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain
diluar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)
Tahun 2019 yang mengandung insformasi atau indikasi terjadinya pelanggaran

terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;



4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Hukum Acara;

6. Admunistrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

L

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;
surat elektronik (e-mail);

d. faksimile;

e. telepon;

meja Pengaduan;

Q. surat;dan/atau

Laporan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan hasil Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tahun 2019 dilaksanakan setiap

bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Maret 2019.

No Bulan Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan
dan/atau
| Tindakan yang
Dilaporkan
|
1 2 ' 3 4 5

1 Maret l ~ Nihil Nihil Nihil




F. Penutup

Demikian Laporan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur bulan Maret 2019 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagal sarana akuntabilitas
sesual amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

Drs. ABYY. HAKIM, M.HI
NIBZ19610831.198Y03.1003
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : APRIL 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengachlan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung Rl

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepofisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat vang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing

System (WBS) Tahun 2019 mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomior 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. FPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

Peraturan  Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

02/PB/MA/IX/2012, Nomor : 02/FB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/1V/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) Tahun 2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat
melayani serta merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain
diluar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Feradilan tetap terjaga dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)
Tahun 2019 yang mengandung instormasi atau indikasi terjadinya pelanggaran

terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;



oL

Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

Hukum Acara;

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a.

s

o o

Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

layanan pesan singkat/SMS;

surat elektronik (e-marl);

faksimile;

telepon;

meja Pengaduan;

surat; dan/atau

Laporan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan hasil Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)

pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tahun 2019 dilaksanakan setiap

bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan April 2019.

No Bulan | Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan
dan/atau
Tindakan yang
Dilaporkan
| 27 3 ] 4 5

1 April Nihil Nihil Nihil




F. Penutup

Demikian Laporan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur bulan April 2019 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesuat amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

A April 2019

¢r Pengawasan,
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : MEI 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Fengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung Rl

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut  dan  sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah  pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing

System (WBS) Tahun 2019 mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. Peraturan Femerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawal Negeri

Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Di Bawahnya

N

o)

Peraturan ~ Bersama ~ Mahkamah  Agung dan  Komisi  Yudisial Nomor

02/PB/MA/IX/2012, Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Ferilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) Tahun 2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat
melayani serta merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain
diluar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing Svstem (WBS)
g 1INgKup Lap p p g S

Tahun 2019 yang mengandung insformasi atau indikasi terjadinya pelanggaran

terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;



4. Disiplin Pegawai Negert Sipil;
5. Hukum Acara;

6. Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang

Milik Negara.

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang

disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;
c. surat elektronik (e-mail;
d. faksimile;

e. telepon;
f. meja Fengaduan;

2. surat; dan/atau

Laporan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan hasil Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)

pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tahun 2019 dilaksanakan setiap

bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Mei 2019.

" No | Bulan Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan
| dan/atau
| Tindakan yang
| Dilaporkan
1 2 | 3 ] 4 5
I
1 Mei ’ Nihil Nihil Nihil




F. Penutup

Demikian Laporan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur bulan Mei 2019 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesual amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Feradilan meningkat.

AED. HAKIM, M.HI
NIf. 19610831.198703.1003
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : JUNI 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Feradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selam itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing

System (WBS) Tahun 2019 mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ferubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Di Bawahnya

w

&)}

Peraturan ~ Bersama ~ Mahkamah Agung dan  Komisi Yudisial Nomor

02/PB/MA/1X/2012, Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Ferilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009-02/SKB/F.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) Tahun 2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat
melayani serta merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain
diluar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga FPeradilan tetap terjaga dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)

Tahun 2019 yang mengandung instormasi atau indikasi terjadinya pelanggaran

terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Ferilaku Hakim;

2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;



4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Hukum Acara;

6. Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;

¢. surat elektronik (e-rmaib;

d. faksimile;

e. telepon;

f.  meja Pengaduan;

2. surat;dan/atau

Laporan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan hasil Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tahun 2019 dilaksanakan setiap

bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Juni 2019.

No ’ Bulan | Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan
' dan/atau
Tindakan yang
j Dilaporkan

I 2 ' 3 4 [ s

1 Juni J Nihil Nihil Nihil




F. Penutup

Demikian Laporan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur bulan Juni 2019 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesual amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : JULI 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Feraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Feradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
mengintormasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggl Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga FPeradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat vang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggl Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing

System (WBS) Tahun 2019 mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawal Negeri

Siptl.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Di Bawahnya

SN

9}

Peraturan  Bersama  Mahkamah Agung dan Komisi  Yudisial Nomor

02/FB/MA/IX/2012, Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) Tahun 2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat
melayani serta merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain
diluar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat,

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)
& hngkup Lap p P g oy

Tahun 2019 yang mengandung insformasi atau indikasi terjadinya pelanggaran

terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;



L

OB

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Hukum Acara;

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang

Milik Negara.

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang

disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

t

erdapat pada situs Mahkamah Agung;
layanan pesan singkat/SMS;

surat elektronik (e-marl);

d. t

telepon;

aksimile;

. meja Pengaduan;

s

E. Laporan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tinggi

surat; dan/atau

Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tahun 2019 dilaksanakan setiap

Rerdasarkan hasil Laporan Fvaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)

bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Juli 2019.

| No Bulan Nama Pelapor | Nama Terlapor | Jenis Keputusan
‘ dan/atau
. Tindakan yang
| Dilaporkan
1 2 I 3 " T4 5
1 Juli | Nihil Nihil Nihil




F.  Penutup

Demikian Laporan lLaporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur bulan Juli 2019 ini dibuat
dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai
amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan landasan
dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani serta
merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

NIP, T9610831.198703.1003
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : AGUSTUS 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalul aplikasi whistle blower  system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung Rl

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagal upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta “mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagal salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing

System (WBS) Tahun 2019 mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 ientang Pengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Fengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

Peraturan  Bersama ~ Mahkamah Agung dan  Komisi  Yudisial Nomor

02/PB/MA/1X/2012, Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakin.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) Tahun 2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat
melayani serta merespons Fengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain
diluar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Feradilan tetap terjaga dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)

Tahun 2019 yang mengandung insformasi atau indikasi terjadinya pelanggaran

terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakin;

2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;



Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
Hukum Acara;

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

SRTIFS

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;
¢. surat elektronik (e-imarl);
d. faksimile;

e. telepon;
f. meja Pengaduan;

Q. surat;dan/atau

Laporan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan hasil Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)
pada Fengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tahun 2019 dilaksanakan setiap

bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Agustus 2019.

No | Bulan Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan |
dan/atau
Tindakan yang
| Dilaporkan
1 2 | 3 4 5

1 Agustus 1 Nihil Nihil Nihil




F. Penutup

Demikian Laporan Laporan Evaluasi atas pencrapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur bulan Agustus2019 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : SEPTEMBER 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing

System (WBS) Tahun 2019 mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

Peraturan  Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

02/PB/MA/IX/2012, Nomor : 02/FB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/1V/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) Tahun 2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat
melayani serta merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain
diluar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)
Tahun 2019 yang mengandung insformasi atau indikasi terjadinya pelanggaran

terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;



&

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Hukum Acara;

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang

Milik Negara.

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a.

K.

Laporan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tinggi

Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang

disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

terdapat pada situs Mahkamah Agung;
layanan pesan singkat/SMS;

surat elektronik (e-marb,

faksimile;

telepon;

meja Pengaduan;

surat; dan/atau

Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tahun 2019 dilaksanakan setiap

Berdasarkan hasil Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing Systein (WBS)

bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan September 2019.

No | Bulan ' Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan
| | dan/atau
' Tindakan yang
Dilaporkan
| 2 3 4 5
|
September Nihil Nihil Nihil




F. Penutup

Demikian Laporan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur bulan September 2019 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesual amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Feradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

NK. 19610831.198703.1003
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : OKTOBER 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjacdi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang niengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing

System (WBS) Tahun 2019 mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Fengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. Feraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Feraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

Peraturan  Bersama  Mahkamah Agung dan Komisi  Yudisial Nomor

02/PB/MA/IX/2012, Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) Tahun 2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat
melayani serta merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain
diluar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)

Tahun 2019 yang mengandung insformasi atau indikasi terjadinya pelanggaran

terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;



ol b
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Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Hukum Acara;

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a.

g.

Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

layanan pesan singkat/SMS;

surat elektronik (e-marl),

faksimile;

telepon;

meja Pengaduan;

surat; dan/atau

Laporan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan hasil Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)

pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tahun 2019 dilaksanakan setiap

bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Oktober 2019.

No | Bulan Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan |
dan/atau
| Tindakan yang
l Dilaporkan
2 3 4 5

I
Oktober | Nihil Nihil Nihil




F. Penutup

Demikian Laporan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur bulan Oktober 2019 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Feradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

Kupang, 31 Oktober 2019

Koordinator Pengawasan,

rs. H. ABDULLAH, SH.,MH.

NIP. 19600316.198903.1.001
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : NOPEMBER 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung Rl

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagali upaya pencegahan pelanggaran seria mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing

System (WBS) Tahun 2019 mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ferubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

N

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

02/FB/MA/1X/2012, Nomor : 02/FB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009-02/SKB/F.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) Tahun 2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat
melayani serta merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain
diluar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)
Tahun 2019 yang mengandung insformasi atau indikasi terjadinya pelanggaran

terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakin;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
3. Kode Etik dan Kode Ferilaku Pegawai ASN;



4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Hukum Acara;

6. Admunistrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

&

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;
¢. surat elektronik (e-maib;

d. faksimile;

e. telepon;

f. meja Pengaduan;

<. surat; dan/atau

Laporan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan hasil Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)

pada Pengadilan Tinggl Agama Nusa Tenggara Timur tahun 2019 dilaksanakan setiap

bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Nopember 2019.

No Bulan | Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan
dan/atau
Tindakan yang
Dilaporkan
1 2 ' 3 4 5

| |
1 Nopember ‘ Nihil Nihil Nihil




F. Penutup

Demikian Laporan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur bulan Nopember 2019 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

Kupang, 30 Nopember 2019

Koordinator Pengawasan,

rs. H. ABDULLAH, SH., MH.
NIP. 19600316.198903.1.001
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : DESEMBER 2019

A. latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Fengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan  sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Mclayani (WBBM).

Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing

System (WBS) Tahun 2019 mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

ON

Peraturan  Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

0Z/FB/MA/IX/2012, Nomor : 02/FB/F.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009-02/SKB/P.KY/1V/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) Tahun 2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat
melayani serta merespons Fengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain
diluar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)
Tahun 2019 yang mengandung insformasi atau indikasi terjadinya pelanggaran

terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik dan Pedoman FPerilaku Panitera dan Jurusita;
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;



Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Hukum Acara;

SRS

Milik Negara.

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang

disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;
c. surat elektronik (e-marl);
d. faksimile;

e. telepon;

-t

meja Pengaduan;

g. surat;dan/atau

Laporan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan hasil Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)

pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tahun 2019 dilaksanakan setiap

bulan sebagai berikut :

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Desember 2019.

1 Desember ‘ Nihil

| No | Bulan ' Nama Pelapor Nama Terlapor | Jenis Keputusan
| dan/atau
‘ | Tindakan yang
Dilaporkan
T 2 g o 4 5
Nihil Nihil




F. Penutup

Demikian Laporan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur bulan Desember 2019 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

Kupang, 31 Desember 2019

Koordinator Pengawasan,

Drs. H. ABDULLAH, SH.,MH.
NIP. 19600316.1989203.1.001
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : JANUARI 2020

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung RI atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepbtisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RL

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2020



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing

System (WBS) Tahun 2020 mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomwor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

02/PB/MA/1X/2012, Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/1V/2009-02/SKB/P.KY/1V/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) Tahun 2020 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat
melayani serta merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain
diluar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS)
Tahun 2020 yang mengandung insformasi atau indikasi terjadinya pelanggaran
terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;



4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Hukum Acara;

6. Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

oz

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;
c. surat elektronik (e-mail);

d. faksimile;

e. telepon;

f. meja Pengaduan;

€. surat;dan/atau

E. Laporan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur

Laporan hasil Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) pada
Pengadilan Tinggl Azama Nusa Tenggara Tunur  Tahun 2020 dilaksanakan sctiap

bulan sebagat berikut

Tabel . Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan : Januari 2020

\ Jenis Keputusan

| No Bulan Nama Pelapor Nama Terlapor dan/atau

\ Tindakan yang
Dilaporkan

it 5 0 | 4

I 2 3 4 | 5 o

L Januari Nihil Nihil Nihil '



F. Penutup

Demikian Laporan Laporan Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur bulan Januari 2020 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesual amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

Kupang, 21 Januar 2020

Z TR o Pengawasan,

\
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : FEBRUARI 2020

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung RI atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung Rl

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas. maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Rl.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebaat salah saie Badan Pevadilong df Bawah Mahkamah Axung menjalanian
ananah tersebut sebasar salah satn st tertb adnumisteasy Jdan owagud optimalisag

polavanan kepada masvarakat secara batk dan maksimal dengan menvasun Laporan



D.

Evaluast dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing Svstem (WBS) tahun 2020
datam rangka mewunjudkan Pengadifan T Agama Nusa Tengara Timur menjadi

Wilavah Bebas Korupst (OWERK) dan Wilavah Birokrast Bebas Melavanr QVEBN).

Dasar Hukum

Penvusunan Laporan Evaluast dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowine
Svstent OWEBS) Tahun 2020 menwacu pada beberapa ketentian sebasar bertkut
I, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang,

undang Nomor T tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 fentang Pengadilan Agama vane telah

diubah dengan Undang-Undane nomor 2 tahun 2006 dan Perubahan Kedua

dengan Undang-undang Nonmor 50 tahun 2009,

4. Peraturan Pemcrintah Nomor 33 Tahun 2010 tentang Disiplin Fecawar Newerd
Sipil.

5. Peraturan  Mahkamal Acung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang  Fedomuan

Penanganan Pengadulan OWistle Blowing Svstem) ok Mahkamah Agung dan Badan
Feradilan D1 Bawahnva

Peraturan  Bersama  Mabkamah  Aqune dan Komisi Yudisial Nomor

OZ/PROMAZIN 2012, Nomor - 02 PRIPRY Q9 2012 ientang Penduan Peneakka
Node ok dan Pedoman Perilaku Hakim oo Keputusan Bersama Retua Mahakamah
Axtung dan Komist Yuadisial Nonmor @ Q47 /SKEAMA IV /Z009-0 2 SKEB/P RY AV 27000

fentang kode ctik dan Pedoman Pertlaku Hakim.

Tujuan

Tujuan penvusunan Laporan Evaluast  atas pencrapan Wistle Blowime Svsiem
AVES) Tahun 2020 adatah vk memberikan aises kepada pubbik antoke dapan
melavani serta merespons Penzaduan baitk vang berasal davt masvarakat. mstanst Lain
diluar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan
kepercavaan masvarakat terhadap lembaga Peradilan menimgkat. '

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup Laporan Evaluast atas penerapan Wistle Blowing Svstenm OWBS)
Tahun 2020 yang menzandung istormast atau indikast tenjadinya pelanggaran
terhadap

. Kode btk dan Pedoman Permlaku tlakim:

2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panttera dan Jurnsita:
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3. Kode ik dan Kode Pertlaku Pegawal ASN:



4, Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Hukum Acara;

6. Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

<1

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;
c. surat elektronik (e-mail);

d. faksimile;

e. telepon;

f. meja Pengaduan;

g. surat; dan/atau

Laporan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur

Laporan hasil Evaluasi atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dilaksanakan setiap

bulan sebagai berikut :

Tabel . Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan : Februari 2020

Jenis Keputusan

No Bulan Nama Pelapor Nama Terlapor dan/atau
Tindakan yang
Dilaporkan
1 2 3 4 5

1 Februari Nihil Nihil Nihil




Penutup

Denukian Laporan Laporan Evaluast atas penerapan Wistle Blowimge Svstem
(WRBS) pada Pengadilan Tinggr Agama Nusa Tenggara Timue bulan Februwe 2020 n
dibuat dengan harapan nuompu memenuhi tungsinva sebagar sarana akuntabilinas
sesual amanah vang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagr peningkatan
Kinerja pada Pengadilan Tingar Agama Nusa Tenggara Tonurserta dapat dijadikan
landasan datam memberikan akses kepada masvarakat (publik) untuk dapat melavam
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar

Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Feradilan tetap terjaga dan kepercavaan

masvarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

Kupane. 28 Februar 2020

searyourdinator Fengawasan,




